






1.1 Latar Belakang 
Pertumbuhan pembangunan ekonomi dunia dan bisnis industri terutama 
dalam sektor manufaktur membawa dampak negatif terhadap lingkungan seperti 
perubahan iklim, polusi, dan pemanasan global. Efek negatif menyebabkan 
peningkatan kesadaran akan masalah lingkungan di seluruh dunia. Kepedulian 
terhadap peningkatan dan pemeliharaan lingkungan menyebabkan perusahaan 
lebih memperhatikan dampak lingkungan yang terjadi akibat dari aktivitas 
perusahaan. 
Environmental disclosure meliputi pengendalian terhadap polusi, 
pencegahan atau perbaikan terhadap kerusakan lingkungan, konservasi alam dan 
pengungkapan lain yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Melalui 
environmental disclosure masyarakat dapat memantau aktivitas yang dilakukan 
oleh perusahaan. Dengan demikian perusahaan memperoleh perhatian, 
kepercayaan dan dukungan dari masyarakat sehingga perusahaan dapat tetap eksis 
(Parsons, 2006). Environmental disclosure penting untuk diungkapkan pada 
laporan tahunan (annual report) perusahaan agar masyarakat bisa mengetahui 
aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan perusahan untuk menjalankan 
tanggung jawab sosialnya. Maka dari itu, perusahaan bisa mendapatkan 
kepercayaan, dukungan dan manfaat positif dari masyarakat terlebih apabila 






pertanggungjawaban kepada masyarakat. 
  Elkington (1997) dalam buku Wibisono (2007, hal 32) mengembangkan 
konsep triple bottom line dengan istilah economoic prosperity, environmental 
quality dan social justice. Elkington memberi pandangan bahwa jika sebuah 
perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan 
tersebut harus meperhatikan “3P”. Selain mengejar keuntungan (profit), 
perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan 
masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian 
lingkungan (planet). 
  Pada berita yang dimuat dalam www.harianhaluan.com berdasarkan 
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor 696 
tentang hasil penilaian Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan (Proper) 
Lingkungan Hidup 2016-2017, sebanyak tujuh perusahaan di Sumatera Barat 
masuk dalam zona merah. Tujuh perusahaan itu dinilai bermasalah dalam 
pengelolaan limbah dan kelengkapan dokumen. Hal itu disampaikan Pelaksana 
Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar Siti Aisyah  di ruang 
kerjanya, Kamis (21/12). Menurutnya, ketujuh perusahaan tersebut dinilai belum 
melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan yang sesuai standar dan persyaratan 
yang berlaku dalam aturan perundang-undangan. “Ada empat perusahaan yang 
bermasalah itu limbahnya, yaitu PT FR, PT BHB, PT TL, dan CV BMK. Dua 
perusahaan bermasalah kelengkapan dokumennya, yaitu PT ACJ dan PT NBF. 
Sedangkan PT AMP Plantation izinnya yang bermasalah. Ketujuhnya masuk zona 





Untuk tindak lanjut hasil penilaian KLHK tersebut, imbuhnya, DLH Sumbar 
meminta agar ketujuh perusahaan bersangkutan segera berbenah dan melengkapi 
dokumen agar tidak lagi berada pada zona merah penilaian kementerian pada 
tahun depan. Namun begitu, beberapa perusahaan di Sumbar berhasil masuk 
dalam penilaian zona hijau di antaranya, PT Semen Padang, PT Pertamina 
Marketing Operation Region I DPPU Minangkabau, dan PT Pertamina Marketing 
Operation Region I TBBM Teluk Kabung. Sedangkan 25 perusahaan lainnya 
berada di zona biru atau zona aman. “Total penilaian Proper ini ada lima 
tingkatan. Ada yang masuk zona emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Kelimanya 
punya kualifikasi penilaian yang berbeda-beda,” sebutnya lagi. “Untuk zona hitam 
atau yang paling bermasalah itu, perusahaan di Sumbar tidak ada yang masuk. 
Makanya kami ingatkan kepada tujuh perusahaan itu agar memperbaiki diri. 
Jangan lalai lagi dalam pengelolaan lingkungan. Sebab jika tidak berubah, bisa 
turun ke zona hitam sehingga dikenai saksi berupa denda hingga pencabutan izin 
dan bahkan pidana,” pungkas Siti 
Berdasarkan kasus tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di 
Indonesia masih memiliki perhatian yang rendah mengenai tanggung jawab sosial 
terhadap dampak yang diakibatkan dari aktivitas perusahaan. Sebagai respon 
terhadap kasus tersebut, perusahaan mulai mencari cara untuk mengurangi 
dampak negatif terhadap lingkungan dan mulai mengungkapkan kegiatan 
lingkungan dan kinerja lingkungan. 
 





sudah diwajibkan untuk melakukan pengungkapan lingkungan. Hal ini sudah 
diatur pemerintah dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Pasal 74 
tahun 2007. Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban penggungkapan 
tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Pasal tersebut menyatakan 
bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan 
Lingkungan. Hal ini kemudian diperkuat oleh PP 47 tahun 2012 tentang 
TanggungJawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Berdasarkan UU No. 
32 Tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan 
upaya sistematis yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup, serta 
mencegah agar tidak terjadi pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup 
yaitu PP. No 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Dalam peraturan tersebut 
menjelaskan bahwa aktivitas yang direncanakan perusahaan wajib memiliki izin 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (menlh.go.id). 
Dalam melengkapi peraturan–peraturan yang sudah ada pemerintah 
Indonesia tidak hanya memberikan upaya dalam hal penanggulangan dan 
pencegahan dengan menggunakan undang–undang, melainkan pemerintah 
Indonesia juga memberikan apresiasi dalam bentuk PROPER (Program Penilaian 
Kinerja Lingkungan). Kriteria peringkat proper terdiri dari lima tingkat warna, 
yaitu emas untuk peringkat paling baik, hijau, biru, merah dan hitam untuk 
peringkat terburuk. PROPER akan diberikan kepada perusahaan yang telah 
melakukan tanggung jawab lingkungan dan sosial (menlh.go.id). Kinerja 





hitam akan diberikan kepada perusahaan yang memiliki kinerja yang buruk. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh leverage, ukuran 
perusahaan, profitabilitas dan kinerja lingkungan terhadap environmental 
disclosure pada perusahaan manufaktur. Pada penelitian ini menggunakan 
variabel dependen yang digunakan yaitu IER (Indonesian Environmental 
Reporting) dalam mengukur environmental disclosure. Sedangkan variabel 
independen yang digunakan yaitu leverage, ukuran perusahaan, profitabilitas dan 
kinerja lingkungan. Leverage menggunakan perbandingan antara total hutang 
dengan total aset. Ukuran perusahaan menggunakan logaritma natural total aset 
sebagai alat ukur. Pengukuran profitabilitas menggunakan return on asset. Kinerja 
lingkungan menggunakan PROPER sebagai alat ukur. Alasan dipilihnya 
perusahaan manufaktur dalam sampel penelitiannya karena banyaknya 
perusahaan–perusahaan manufaktur yang menjalankan usaha bisnisnya dengan 
memanfaatkan sumber daya yang ada dan menyebabkan kerusakan lingkungan. 
Faktor lain yang juga memengaruhi pengungkapan lingkungan adalah 
ukuran perusahaan. Karena kegiatan lingkungan membutuhkan biaya yang tidak 
sedikit, perusahaan besar dengan kemampuan keuangan yang lebih baik lebih 
dimungkinkan untuk melakukan kegiatan tersebut dibandingkan perusahaan yang 
lebih kecil. Selain itu, perusahaan besar beroperasi dalam skala bisnis yang besar 
dan memiliki pengaruh yang lebih besar juga terhadap lingkungan dan juga 
terhadap masyarakat (Burgwal & Vieira, 2014). Stakeholder yang dimiliki 
perusahaan besar tentunya lebih banyak dibandingkan perusahaan yang lebih 





besar dari stakeholders-nya terkait dengan informasi lingkungan dan tuntutan 
untuk memenuhi hal tersebut demi kelangsungan usahanya (Sun et al., 2010; 
Suttipun & Stanton, 2012; Burgwal & Vieira 2014). Menurut Dicko Eka 
Bimantara Nugraha dan Agung Juliarto (2015) dan Nofianti, dkk (2015) 
menyatakan bahwa kinerja lingkungan, profitabilitas dan leverage 
 mempunyai pengaruh terhadap environmental disclosure. Sedangkan, menurut 
Susantoputra dan Lindorff (2013) menyatakan bahwa kinerja lingkungan tidak 
berpengaruh terhadap environmental disclosure. 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan serta adanya ketidak-
konsistenan hasil dari penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik melakukan 
penelitian yang berjudul “PENGARUH LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, 
PROFITABILITAS DAN KINERJA LINGKUNGAN TERHADAP 
ENVIRONMENTAL DISCLOSURE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 






1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti dapat 
merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: 
1. Apakah leverage bepengaruh terhadap Environmental Disclosure?  
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Environmental 
Disclosure?  
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap Environmental Disclosure?  
4. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap Environmental 
Disclosure?  
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang sudah dijelaskan 
diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh leverage terhadap environmental 
disclosure. 
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap 
environmental disclosure. 
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap 
environmental disclosure. 







1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman 
mengenai pengaruh leverage, ukuran perusahaan, profitabilitas dan kinerja 
lingkungan terhadap Environmental Disclosure. 
2. Manfaat Praktis 
a) Bagi Pemerintah 
Sebagai bahan kajian atau literature maupun acuan agar dapat lebih 
memperhatikan pengelolaan lingkungan dan memberikan kebijakan mengenai   
perlindungan lingkungan untuk perusahaan. 
b) Bagi Investor  
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam  
membuat keputusan investasi yang tepat pada perusahaan yang lebih peduli 
terhadap isu lingkungan. 
c) Bagi Manajemen Perusahaan 
Sebagai bahan pertimbangan dan panduan dalam melestarikan lingkungan 
terhadap pengelolaan lahan limbah yang berkelanjutan agar dapat tetap menjaga 
kelestarian lingkungan dengan proses produksi perusahaan serta dapat menjadikan 
perusahaan untuk lebih perhatian terhadap lingkungan di Indonesia serta dapat 
menjadikan pertimbangan perusahaan untuk menerapkan Environmental 
Disclosure secara menyeluruh. 
d) Bagi Akademisi 





sebagai bahan referensi. 
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 
Berikut ini adalah sistematika penulisan dalam laporan penelitian ini: 
BAB I   PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan penelitian terdahulu yang merupakan hasil – 
hasil penelitian oleh peneliti sebelumnya, menguraikan teori–teori 
yang mendasari dan mendukung penelitian, kerangka pemikiran 
dan hipotesis penelitian sebagai alternatif jawaban sementara atas 
masalah penelitian. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini menguraikan mengenai rancangan penelitian, batasan 
penelitian, variabel penelitian, definisi operasional dan pengukuran 
variabel, sampel, metode pengambilan sampel, data penelitian serta 
analisis data. 
BAB IV  GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS 
DATA 
 Bab ini menjelaskan mengenai obyek penelitian serta analisis data 
dan pembahasan  mengenai hasil atau permasalahan yang menjadi 






BAB V PENUTUP 
Bab ini berisikan mengenai kesimpulan yang diperoleh atas hasil-
hasilpenelitian yang didapatkan, keterbatasan pada penelitian ini, 
serta saran untuk penelitian selanjutnya. 
  
